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RINGKASAN 

 

Kegaiatan Kerja Praktek (KP) merupakan salah satu syarat kelulusan 

mahasiswa dalam memperoleh gelar S1 pada program studi S1 Manajemen. Kerja 

Praktek (KP) merupakan sarana mengaktualisasi diri terhadap keahlian atau 

keterampilan baik softskill atau hard skill yang sudah diperoleh selama 

perkuliahan, dan diterapkan di suatu perusahaan atau instansi selama perkuliahan. 

Selama kurang lebih satu bulan penulis melakukan kegiatan kerja praktek di Dinas 

Lingkungan Hidup kota Bandar Lampung, praktikan ditempatkan pada Divisi 

Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.  

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengalaman nyata kepada 

mahasiswa dalam memahami proses tata kelola sarana dan prasarana yang 

menunjang kelancaran pelaksanaan sidang paripurna. 

Selama menjalani KP, mahasiswa melakukan berbagai aktivitas yang 

berhubungan dengan observasi, administrasi, dan pendampingan teknis. Pada 

tahap awal, mahasiswa mempelajari struktur organisasi Sekretariat DPRD serta 

mekanisme kerja yang berkaitan dengan persiapan sidang paripurna. Selanjutnya, 

mahasiswa melakukan pendataan terhadap jenis dan jumlah alat perlengkapan yang 

digunakan, antara lain perangkat audio-visual, sistem dokumentasi, hingga sarana 

penunjang lainnya. 

Selain itu, mahasiswa terlibat dalam kegiatan administratif berupa pencatatan 

kebutuhan dan penggunaan perlengkapan sidang, penyusunan laporan inventarisasi, 

serta rekapitulasi data pemakaian alat. Mahasiswa juga diberikan kesempatan untuk 

berkoordinasi dengan staf dalam rangka menyiapkan peralatan sebelum sidang 

berlangsung, memastikan kelayakan sarana prasarana, serta membantu proses 

evaluasi sederhana terkait efektivitas penggunaannya. 

Melalui kegiatan ini, mahasiswa dapat menganalisis sistem tata kelola 

perlengkapan sidang yang telah berjalan, sekaligus mengidentifikasi hambatan 

maupun tantangan yang dihadapi. Berdasarkan hasil analisis, mahasiswa 

memberikan beberapa rekomendasi sederhana terkait peningkatan efisiensi dan 

efektivitas pengelolaan alat perlengkapan dewan. 

Secara keseluruhan, kegiatan KP ini memberikan manfaat ganda, yaitu 

memperkaya wawasan mahasiswa mengenai praktik tata kelola di lingkungan 

lembaga legislatif, serta memberikan kontribusi berupa masukan kepada 

Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dalam rangka optimalisasi pengelolaan alat 

perlengkapan sidang paripurna. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga legislatif 

daerah yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, 

terutama dalam fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam melaksanakan 

tugas-tugas tersebut, DPRD Provinsi Lampung secara rutin menyelenggarakan 

sidang paripurna sebagai forum tertinggi untuk membahas dan mengambil 

keputusan strategis. Agar pelaksanaan sidang paripurna dapat berjalan dengan baik, 

diperlukan tata kelola yang efektif terhadap seluruh alat perlengkapan sidang, 

baik yang bersifat teknis maupun administratif. 

Tata kelola alat perlengkapan sidang memiliki peran yang krusial, karena 

berhubungan langsung dengan kelancaran proses persidangan. Ketersediaan 

sarana dan prasarana seperti perangkat audio-visual, sistem dokumentasi, serta 

kelengkapan administrasi, menjadi faktor penunjang dalam menjaga ketertiban, 

keteraturan, dan kualitas penyelenggaraan sidang paripurna. Namun dalam 

praktiknya, pengelolaan alat perlengkapan seringkali menghadapi berbagai kendala, 

antara lain keterbatasan inventaris, perawatan peralatan, maupun koordinasi 

antarbagian. 

Melalui kegiatan Kerja Praktik, mahasiswa diharapkan mampu memperoleh 

pengalaman empiris mengenai tata kelola yang diterapkan di lingkungan DPRD 

Provinsi Lampung. Selain itu, kegiatan ini juga memberikan kesempatan untuk 

memahami bagaimana penerapan prinsip manajemen, administrasi, serta koordinasi 

dalam mendukung tugas pokok dan fungsi DPRD. Dengan adanya keterlibatan 

langsung, mahasiswa tidak hanya memahami teori yang diperoleh di bangku 

perkuliahan, tetapi juga dapat mengaplikasikannya dalam situasi nyata. 

Berdasarkan hal tersebut, Kerja Praktik dengan judul “Tata Kelola Alat 

Perlengkapan Dewan Sidang Paripurna DPRD Provinsi Lampung” menjadi 

relevan untuk dilaksanakan. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

dalam bentuk masukan maupun rekomendasi sederhana bagi peningkatan 

efektivitas pengelolaan perlengkapan sidang, sekaligus memperkaya pengetahuan 

dan pengalaman mahasiswa dalam bidang tata kelola administrasi pemerintahan. 
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1.2 Ruang Lingkup Kerja Program KP 

 

Ruang lingkup kerja dalam pelaksanaan Kerja Praktik ini difokuskan pada 

kegiatan yang berkaitan dengan tata kelola alat perlengkapan sidang 

paripurna DPRD Provinsi Lampung, yang meliputi: 

1. Observasi dan Pemahaman Sistem Tata Kelola 

• Mengamati struktur organisasi serta mekanisme kerja Sekretariat 

DPRD yang berhubungan dengan persiapan dan pelaksanaan sidang 

paripurna. 

• Memahami alur kerja mulai dari perencanaan kebutuhan, penyediaan, 

hingga evaluasi penggunaan alat perlengkapan sidang. 

2. Inventarisasi dan Administrasi Perlengkapan 

• Melakukan pendataan jenis, jumlah, serta kondisi alat perlengkapan 

yang digunakan dalam sidang paripurna. 

• Membantu penyusunan laporan inventarisasi dan administrasi 

penggunaan perlengkapan. 

3. Pendampingan Teknis dalam Persiapan Sidang 

• Terlibat dalam kegiatan persiapan teknis sebelum sidang, seperti 

pengecekan kelayakan sarana prasarana, penataan ruang sidang, dan 

kesiapan perangkat audio-visual. 

• Mendampingi staf dalam memastikan seluruh perlengkapan berfungsi 

dengan baik. 

4. Evaluasi dan Identifikasi Kendala 

• Mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pengelolaan alat 

perlengkapan sidang. 

• Memberikan masukan atau rekomendasi sederhana untuk meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi tata kelola. 

Dengan ruang lingkup tersebut, kegiatan Kerja Praktik ini tidak hanya berfokus 

pada aspek teknis penyediaan perlengkapan, tetapi juga menyentuh aspek 

administrasi, koordinasi, dan analisis sederhana terhadap tata kelola yang telah 

berjalan. 
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1.3 Manfaat dan Tujuan 

 

1.3.1 Manfaat Kerja Praktek 

 

a. Bagi Mahasiswa 

•  Mendapatkan pengalaman empiris mengenai tata kelola 

administrasi dan teknis di lingkungan DPRD. 

•  Meningkatkan keterampilan dalam manajemen sarana 

prasarana, dokumentasi, dan pelaporan. 

•  Mengembangkan kemampuan analisis, problem solving, serta 

kerja sama dengan pihak terkait. 

b. Bagi DPRD Provinsi Lampung 

•  Mendapatkan bantuan tenaga tambahan dalam kegiatan 

administrasi dan persiapan sidang paripurna. 

•  Menerima masukan dan rekomendasi sederhana yang dapat 

digunakan untuk meningkatkan efektivitas tata kelola 

perlengkapan sidang. 

c. Bagi Perguruan Tinggi 

•  Memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menerapkan ilmu 

yang telah dipelajari secara nyata. 

•  Meningkatkan hubungan kemitraan dengan lembaga pemerintah, 

khususnya DPRD Provinsi Lampung, dalam bidang pendidikan 

dan pengembangan SDM. 

 

1.3.2 Tujuan kerja praktek 

 

Adapun Tujuan dari Kerja Praktek tersebut : 

 

1. Memahami secara langsung mekanisme tata kelola alat 

perlengkapan sidang paripurna di DPRD Provinsi Lampung. 

2. Melatih kemampuan mahasiswa dalam melakukan inventarisasi, 

pendataan, dan administrasi perlengkapan sidang. 

3. Memberikan pengalaman praktis mengenai koordinasi dan 

pendampingan teknis dalam persiapan serta pelaksanaan sidang 

paripurna. 

4. Menganalisis permasalahan yang timbul dalam tata kelola 

perlengkapan sidang dan memberikan rekomendasi perbaikan yang 

bersifat sederhana dan aplikatif. 

5. Mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh di bangku perkuliahan 

ke dalam praktik nyata di lingkungan lembaga pemerintahan. 
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1.4 Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

 

1.4.1 Waktu Pelaksanaan 

 

Kegiatan Kerja Praktek ini dilaksasnakan mulai tanggal 05 Agustus 

2025 sampai 05 September 2025. 

1.4.2 Tempat Pelaksanaan 

 

Kantor DPRD Provinsi Lampung, yang ber alamat di Jl. Wolter 

Monginsidi No.69, Talang, Kec. Telukbetung Selatan, Kota Bandar 

Lampung, Lampung 35224 

 

 

 

Gambar 1.1 Kantor DPRD Provinsi Lampung 
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1.5 Sistematika Penulisan 

 

Sistematika merupakan penjelasan secara ringkas di setiap BAB dalam penulisan 

laporan Kerja Praktek ini, Mulai dari BAB I sampai dengan BAB V. Berikut 

sistematika laporan : 

1. BAB I : Pendahuluan 

Pendahuluan membahas tentang latar belakang dari program kerja praktek, 

ruang lingkup kerja, manfaat dan tujuan, waktu dan tempat pelaksanaan kerja 

praktek, serta sistematika penulisan. 

2. BAB II : Gambaran Umum Perusahaan 

Gambaran Umum perusahaan menjelaskan seluk beluk perusahaan tempat 

dilaksanakannya program Kerja Praktek, Mulai dari sejarah, visi dan misi, 

Struktur Organisasi, Kegiatan Perusahan, Serta Lokasi perusahaan. 

3. BAB III : Permasalahan Perusahaan 

Pada BAB III ini penulis akan menjelaskan permasalahan yang terjadi di 

tempat pelaksanaan Kerja Praktek, Perumusan masalah, kerangka pemecahan 

masalah, dan landaaasan teori yang berhubungan dengan masalah dengan 

metode dan rancangan program kerja yang akan dibuat dalam menghadapi 

masalah yang dihadapi. 

4. BAB IV Hasil dan Pembahasan 

Dalam BAB ini menjelaskan Hasil dan Pembahasan dari metode dan 

rancangan program kerja yang telah dilaksanakan. 

5. BAB V Kesimpulan dan Saran 

Pada bagian ini memuat kesimpulan yang menjelaskan tentang permasalahan 

yang ada diperusahaan serta berisikan saran-saran yang diperlukan guna 

memperbaiki kesalahan dalam penelitian agar dapat berjalan dengan baik 

dalam mengimplementasikannya 
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BAB II 

 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Sejarah Umum Perusahaan 

 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung merupakan 

lembaga legislatif daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah bersama dengan Pemerintah Provinsi Lampung. DPRD 

memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi 

pengawasan, yang secara keseluruhan ditujukan untuk mewujudkan tata kelola 

pemerintahan daerah yang baik, transparan, dan akuntabel. 

Secara organisatoris, DPRD Provinsi Lampung terdiri dari anggota dewan 

yang dipilih melalui pemilihan umum dan dikelompokkan ke dalam fraksi-fraksi 

sesuai dengan partai politik pengusung. Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan 

wewenangnya, DPRD dilengkapi dengan berbagai alat kelengkapan, antara lain 

pimpinan DPRD, komisi, badan musyawarah, badan anggaran, badan 

pembentukan peraturan daerah, badan kehormatan, serta panitia khusus yang 

dibentuk sesuai kebutuhan. 

Dalam menjalankan tugas sehari-hari, DPRD didukung oleh Sekretariat 

DPRD Provinsi Lampung yang berperan sebagai unsur pelayanan administrasi 

dan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan DPRD. Sekretariat ini dipimpin oleh 

seorang Sekretaris DPRD yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung 

kepada Pimpinan DPRD. Sekretariat DPRD memiliki beberapa bagian, antara lain 

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, Bagian Keuangan, Bagian Umum, 

serta subbagian lainnya yang masing-masing memiliki tugas pokok dan fungsi 

dalam mendukung operasional lembaga dewan. 

Kantor DPRD Provinsi Lampung berlokasi di Kompleks Perkantoran 

Pemerintah Provinsi Lampung, Jl. Wolter Monginsidi No.115, Teluk Betung, 

Bandar Lampung. Gedung DPRD dilengkapi dengan ruang sidang paripurna, 

ruang komisi, ruang rapat, serta fasilitas pendukung lainnya yang menunjang 

pelaksanaan fungsi legislatif. Ruang sidang paripurna sendiri merupakan sarana 

utama dalam pengambilan keputusan penting yang melibatkan seluruh anggota 

dewan, sehingga tata kelola alat perlengkapan dalam ruangan ini menjadi sangat 

vital. 

Dengan struktur organisasi yang teratur, dukungan fasilitas yang memadai, 

serta peran sekretariat yang profesional, DPRD Provinsi Lampung diharapkan 



7 
 

mampu melaksanakan fungsi legislatifnya secara optimal guna mendorong 

pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Lampung. 

 

2.2 Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung 

 

Adapun Visi dan Misi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung 

yaitu sebagai berikut : 

2.2.1 Visi Perusahaan 

“Bersama Lampung Maju, Menuju Indonesia Emas”. 

2.2.2 Misi Perusahaan 

 

1. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan inovatif 

2. Memperkuat sumber daya manusia yang unggul dan produktif 

3. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang beradab, berkeadilan, dan 

berkelanjutan
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2.3 Bapemperda/Kegiatan Umum Perusahaan 

Bapemperda (Badan Pembentukan Peraturan Daerah) DPRD Provinsi 

Lampung memiliki peran strategis dalam proses legislasi peraturan daerah. 

Beberapa tugas utama dan bidang kerja Bapemperda yang berhasil 

dikumpulkan: 

1) Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah 

(Propemperda) 

Bapemperda bertanggung jawab merumuskan Propemperda tahunan, yaitu 

daftar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang akan dibahas dan diajukan 

dalam periode yang akan datang. Propemperda harus selaras dengan kebijakan 

regulasi nasional, visi dan misi pemerintah daerah, RPJMD, prinsip otonomi 

daerah, dan tugas pembantuan.  

2) Pembahasan Raperda  

Bapemperda melakukan pembahasan internal terhadap Raperda yang diajukan, 

baik yang asli dari Pemerintah Provinsi maupun inisiatif dari DPRD, mulai dari 

evaluasi naskah, klarifikasi, hingga penyusunan teknokratik.  

Misalnya, Raperda RPJMD 2025-2030, Raperda pemberian insentif dan 

kemudahan penanaman modal, dan Raperda perubahan bentuk badan hukum 

BPD atau BUMD.  

3) Evaluasi dan Sinkronisasi Regulasi 

Bapemperda juga mengevaluasi apakah Raperda yang diajukan sudah sinkron 

dengan regulasi yang lebih tinggi (UU, peraturan pemerintah), dengan RPJMD, 

serta dengan kebutuhan dan kondisi daerah.  Selain itu, mereka berkoordinasi 

antar OPD serta dengan tenaga ahli untuk memastikan aspek substansi dan 

teknis dari Raperda.  

4) Pengusulan Raperda dari Pemerintah Provinsi atau DPRD 

Bapemperda menerima usulan Raperda baik dari Pemprov maupun dari DPRD 

sendiri (inisiatif DPRD). Contoh: usulan Pemprov terkait RPJMD, perubahan 

perda tentang insentif dan kemudahan penanaman modal, perubahan badan 

hukum PD PD / BUMD.  

5) Tetapkan Raperda Menjadi Perda 

Setelah proses pembahasan selesai dan sesuai mekanisme, Bapemperda ikut 

peran dalam pematangan Raperda hingga menjadi Peraturan Daerah (Perda). 

Target penetapan sejumlah Raperda dalam periode anggaran tertentu menjadi 

bagian dari tugasnya.  

 



9 
 

6) Partisipasi Stakeholder dan Penggunaan Tenaga Ahli  

Untuk meningkatkan kualitas Raperda dan legitimasi regulasi, Bapemperda 

melibatkan stakeholder terkait (OPD, publik), serta tenaga ahli dalam 

pembahasan regulasi.  

 

 

2.4 Lokasi Perusahaan 

 

Kantor DPRD Provinsi Lampung, yang ber alamat di Jl. Wolter Monginsidi 

No.69, Talang, Kec. Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung 

35224. Berikut lokasi menurut Google Maps yang ditampilkan pada Gambar 2.1 

 

 

Gambar 2.1 Lokasi DPRD Provinsi Lampung Menurut Google Maps 
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2.5 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung 

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 47 Tahun 2016 

Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar 

Lampung, Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan deskripsi kerja 

bidang yang terdapat dalam Dinas Lingkungan Hidup. Berikut struktur Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, Dapat dilihat pada gambar 2.2. 

 

 

 

Gambar 2.2 Struktur Organisasi BAPEMPERDA DPRD Provinsi Lampung. 

 

 

Kedudukan jabatan dalam Struktur DPRD 

 

• Bapemperda merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap 

sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah. 

• Dipimpin oleh seorang Ketua Bapemperda yang dipilih dari dan oleh 

anggota DPRD. 

• Dibantu oleh Wakil Ketua dan anggota sesuai jumlah yang ditetapkan dalam 

rapat paripurna DPRD. 
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BAB III 

PERMASALAHAN PERUSAHAAN 

1.1 Analisa Permasalahan yang dihadapi BAMPEMPERDA DPRD Provinsi 

Lampung 

 

Masalah yang dihadapi Bampemperda bagaimana mengopotimalkan 

manajemen administrasi tatakelola sidang yang di lakukan untuk rapat paripurna 

DPRD Provinsi Lampung. 

1.1.1 Temuan Masalah 

 

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Ahli 

• Tidak semua anggota Bapemperda memiliki latar belakang 

hukum, sehingga pembahasan Raperda kadang tidak 

mendalam secara teknis. 

• Keterbatasan tenaga ahli pendukung dan peran akademisi 

sering menghambat kualitas naskah akademik. 

2. Keterlambatan Penyusunan Propemperda 

• Jadwal penyusunan Propemperda sering tidak sesuai dengan 

target waktu karena menunggu sinkronisasi dengan 

Pemerintah Provinsi. 

• Akibatnya, pembahasan Raperda tidak berjalan efektif sesuai 

perencanaan awal. 

1.1.2 Perumusan Masalah 

 

Berdasarkan hasil kerja praktik pada Badan Pembentukan Peraturan Daerah 

(Bapemperda) DPRD Provinsi Lampung, dapat dirumuskan beberapa 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana upaya Bapemperda dalam mengatasi keterbatasan 

sumber daya manusia (SDM) yang tidak seluruhnya memiliki latar 

belakang hukum sehingga pembahasan Raperda kurang mendalam 

secara teknis? 

2. Bagaimana peran tenaga ahli pendukung dan akademisi dalam 

membantu peningkatan kualitas naskah akademik yang masih 

terbatas keterlibatannya? 

3. Bagaimana Bapemperda menyikapi keterlambatan penyusunan 

Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) yang sering 
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Selesai 

Melaksanakan penyelesaian 

masalah 

Kesimpulan dan Saran 

Tujuan Penelitian 

Menentukan cara penyelesaian 

Identifikasi masalah 

Mengamati permasalahan di 

lingkungan perusahaan 

Mulai 

tidak sesuai target waktu akibat menunggu sinkronisasi dengan 

Pemerintah Provinsi? 

4. Apa dampak dari keterlambatan penyusunan Propemperda terhadap 

efektivitas pembahasan Raperda di DPRD Provinsi Lampung? 

 

1.1.3 Kerangka Pemecahan Masalah 
 

 

 

Gambar 3.1 Kerangka Pemikiran 
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1.2 Landasan Teori 

1.2.1 Tata Kelola 

Tata kelola (governance) merupakan suatu proses atau mekanisme 

pengelolaan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta 

evaluasi terhadap berbagai aktivitas organisasi agar berjalan efektif, efisien, 

dan akuntabel (Sedarmayanti, 2017). Tata kelola dalam organisasi 

pemerintahan menekankan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, 

responsibilitas, independensi, dan fairness (Komite Nasional Kebijakan 

Governance, 2006). 

Dalam konteks DPRD, tata kelola diarahkan pada terciptanya mekanisme 

kerja yang tertib, teratur, dan mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, 

anggaran, dan pengawasan secara optimal. 

 

1.2.2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, DPRD merupakan lembaga legislatif daerah yang berkedudukan 

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama kepala daerah. 

DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dijalankan 

melalui berbagai alat kelengkapan dewan. 

 

1.2.3 Alat Kelengkapan 

Alat Kelengkapan Dewan (AKD) adalah perangkat DPRD yang dibentuk untuk 

mendukung pelaksanaan tugas, wewenang, dan fungsi DPRD. Berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan 

Tata Tertib DPRD, alat kelengkapan DPRD terdiri dari: 

1. Pimpinan DPRD; 

2. Badan Musyawarah (Bamus); 

3. Komisi; 

4. Badan Legislasi Daerah (Balegda) atau Bapemperda; 

5. Badan Anggaran (Banggar); 

6. Badan Kehormatan; 

7. Alat kelengkapan lain yang diperlukan, ditetapkan dalam rapat paripurna. 
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1.2.4 Sidang Paripurna 

Sidang Paripurna merupakan forum tertinggi di DPRD yang melibatkan 

seluruh anggota DPRD dan memiliki kewenangan strategis dalam 

pengambilan keputusan penting. Menurut Tata Tertib DPRD Provinsi 

Lampung, sidang paripurna digunakan untuk menetapkan kebijakan, 

persetujuan Raperda, serta fungsi pengawasan dan representasi rakyat. 

 

1.2.5 Tata Kelola Alat Perlengkapan dalam Sidang Paripurna 

Tata kelola alat perlengkapan dalam sidang paripurna mencakup: 

• Perencanaan: penyusunan agenda sidang, daftar hadir, dan kelengkapan 

administrasi; 

• Pengorganisasian: penentuan peran masing-masing AKD (Bamus, 

Bapemperda, Banggar, Komisi) dalam mendukung jalannya paripurna; 

• Pelaksanaan: penyediaan sarana-prasarana sidang, pengelolaan dokumen, 

dan dukungan teknis; 

• Evaluasi: monitoring hasil keputusan sidang, dokumentasi risalah sidang, 

serta tindak lanjut hasil keputusan. 

Hal ini selaras dengan prinsip good governance dalam lembaga legislatif, yaitu 

memastikan bahwa setiap sidang paripurna berjalan secara tertib, transparan, 

akuntabel, serta mendukung legitimasi keputusan politik DPRD. 

 

1.3 Metode yang digunakan 

 

Kerja praktek lapangan ini suatu cara mendapatkan data serta informasi 

dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek kerja praktek. 

Berikut metode yang digunakan dalam menyelesaikan laporan kerja praktek 

ini adalah dengan : 

1. Observasi 

Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung proses tata kelola 

dan pelaksanaan sidang paripurna di DPRD Provinsi Lampung. Hal yang 

diamati meliputi: 

• Proses persiapan alat perlengkapan sidang (dokumen, sarana prasarana, 

administrasi). 

• Peran dan fungsi alat kelengkapan dewan (Bamus, Bapemperda, 

Banggar, Komisi) dalam mendukung jalannya sidang. 

• Hambatan teknis maupun nonteknis yang terjadi selama persiapan 

maupun pelaksanaan sidang. 
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Melalui observasi, diperoleh gambaran nyata mengenai kondisi di lapangan 

serta permasalahan yang muncul secara faktual. 

 

2. Wawancara 

Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak terkait yang terlibat langsung dalam 

tata kelola alat perlengkapan sidang paripurna, antara lain: 

• Sekretariat DPRD Provinsi Lampung, khususnya Bagian Persidangan. 

• Anggota DPRD yang duduk dalam Bapemperda. 

• Tenaga ahli DPRD yang mendukung penyusunan naskah akademik atau 

teknis peraturan. 

Tujuan wawancara adalah menggali informasi lebih dalam mengenai: 

• Kendala yang dihadapi dalam tata kelola sidang. 

• Upaya yang sudah dilakukan untuk mengatasi hambatan. 

• Rekomendasi atau masukan untuk peningkatan tata kelola sidang 

paripurna. 

Tabel 3.1 Hasil Wawancara 

No 
Nama 

Narasumber 
Jabatan / Bagian Topik / Keterangan Kegiatan 

Tanggal 

Wawancara 

1 
Drs. Ahmad 

Syafri, M.Si 

Kepala Bagian 

Persidangan 

Sekretariat DPRD 

Provinsi Lampung 

Menjelaskan mekanisme tata 

kelola persiapan sidang 

paripurna dan hambatan yang 

sering muncul 

12 Agustus 

2025 

2 
Hj. Rina 

Marlina, S.H. 

Anggota 

Bapemperda DPRD 

Provinsi Lampung 

Memberikan pandangan 

mengenai peran Bapemperda 

dalam mendukung sidang 

paripurna dan kendala 

penyusunan Propemperda 

15 Agustus 

2025 

3 Ir. Fajar Hidayat 

Sekretaris 

Bapemperda DPRD 

Provinsi Lampung 

Menyampaikan prosedur 

penyusunan Raperda serta 

keterlibatan tenaga ahli dalam 

pembahasan 

17 Agustus 

2025 

4 
Dwi Andika, 

S.H., M.H. 

Tenaga Ahli DPRD 

Provinsi Lampung 

Menjelaskan peran tenaga ahli 

dalam peningkatan kualitas 

naskah akademik dan kendala 

teknis 

19 Agustus 

2025 

5 

Staf 

Administrasi 

Bagian 

Persidangan 

Sekretariat DPRD 

Provinsi Lampung 

Menguraikan proses teknis 

dokumentasi sidang paripurna, 

risalah sidang, dan penyediaan 

alat perlengkapan sidang 

20 Agustus 

2025 

 

 

 

 

 



16 
 

3. Dokumentasi 

Sebagai pelengkap, metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data 

sekunder berupa: 

• Tata Tertib DPRD Provinsi Lampung. 

• Risalah sidang paripurna. 

• Dokumen Propemperda dan Raperda. 

• Laporan kegiatan Bapemperda. 

Dokumentasi ini penting untuk memperkuat hasil observasi dan wawancara 

sehingga data lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan. 

 

1.4 Rancangan Program Yang Akan dibuat 

 

Berikut Rancangan Program yang akan dibuat : 

 

Tabel 3.2 Rancangan Program yang akan di buat 

No 
Tahap 

Kegiatan 
Uraian Aktivitas Output 

1 Perencanaan 

- Penyusunan agenda sidang paripurna.- 

Penyiapan undangan, daftar hadir, dan bahan 

sidang.- Koordinasi awal dengan AKD 

terkait. 

Agenda & dokumen 

sidang siap sebelum 

hari H 

2 
Persiapan 

Teknis 

- Pengecekan ruang sidang dan perlengkapan 

(mikrofon, LCD, kursi, meja).- Menyiapkan 

dokumen fisik & digital.- Menugaskan staf 

administrasi untuk mendukung teknis sidang. 

Sarana-prasarana 

sidang siap 

digunakan 

3 
Pelaksanaan 

Sidang 

- Pencatatan kehadiran anggota.- 

Pendampingan teknis selama sidang 

berlangsung.- Dokumentasi jalannya sidang 

(notulensi, foto, video). 

Sidang berjalan tertib 

& terdokumentasi 

4 Pasca Sidang 

- Penyusunan risalah sidang.- Distribusi hasil 

keputusan sidang kepada pihak terkait.- 

Evaluasi internal tata kelola persidangan. 

Risalah sidang & 

laporan evaluasi 

5 
Evaluasi dan 

Rekomendasi 

- Identifikasi hambatan dan kendala selama 

kegiatan.- Penyusunan rekomendasi 

perbaikan tata kelola untuk sidang 

berikutnya. 

Rekomendasi 

perbaikan tata kelola 
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BAB IV 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1.1 Hasil 

 

Hasil yang di dapat dari rancangan program yang dibuat selama kegiatan 

kerja praktek pada DPRD Provinsi Lampung adalah sebagai berikut : 

1. Perencanaan 

• Menyusun agenda sidang paripurna sesuai jadwal kerja DPRD. 

• Menentukan tema, materi, dan daftar dokumen yang harus tersedia. 

• Menetapkan kebutuhan alat perlengkapan (ruangan, sound system, 

LCD, dokumen digital/fisik, daftar hadir). 

• Koordinasi dengan Badan Musyawarah (Bamus) untuk 

menyinkronkan jadwal. 
 

 
 

Gambar 4.1 Perencanaan Sidang 
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2. Persiapan 

• Menyebarkan undangan resmi kepada anggota DPRD, eksekutif, dan 

tamu undangan. 

 

 

Gambar 4.2 Undangan Kegiatan Rapat 
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Gambar 4.3 Jadwal Kegiatan Rapat 
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• Menyusun daftar hadir dan kelengkapan administrasi sidang. 

 

Gambar 4.4 Penyusunan Daftar Hadir Rapat Paripurna 

 

• Menyiapkan sarana prasarana sidang: ruang paripurna, kursi, meja, 

mikrofon, proyektor, laptop, dan jaringan internet. 

• Menyiapkan tenaga teknis (staf sekretariat, operator peralatan, notulis). 

 

 

 

Gambar 4.5 Persiapan Sidang 
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3. Pelaksanaan 

• Melakukan registrasi dan absensi anggota dewan. 

 

Gambar 4.6 Absensi Sidang 

• Memastikan perlengkapan teknis berfungsi dengan baik (mikrofon, LCD, 

pengeras suara). 

• Menyediakan dokumen persidangan baik dalam bentuk cetak maupun 

digital. 
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• Mencatat jalannya sidang melalui notulen resmi. 

• Mengatur tata letak kursi sesuai protokoler. 

• Melakukan dokumentasi (foto, video) untuk arsip DPRD. 

 

 

 

 

Gambar 4.7 Pelaksanaan Sidang 
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4. Pasca Sidang 

• Menyusun risalah sidang berdasarkan notulen. 

 

Gambar 4.8 Surat Laporan Hasil Rapat 

 

• Mengedarkan hasil keputusan sidang kepada pihak terkait (pemerintah 

provinsi, instansi, dan media internal DPRD). 

• Melakukan pengarsipan dokumen fisik dan digital secara sistematis. 

• Melakukan perawatan perlengkapan sidang agar siap digunakan kembali. 
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Gambar 4.9 Pasca Sidang 

 

5. Evaluasi Sidang 
 

•  Mengidentifikasi hambatan selama pelaksanaan sidang (misalnya 

keterlambatan dokumen, gangguan teknis, koordinasi antar pihak). 

•  Mengumpulkan masukan dari anggota dewan, sekretariat, dan staf 

teknis. 

•  Menyusun laporan evaluasi untuk perbaikan tata kelola sidang 

berikutnya. 

•  Memberikan rekomendasi terkait peningkatan tata kelola berbasis 

teknologi (misalnya penggunaan e-Paripurna atau sistem persidangan 

digital). 

 
 

Gambar 4.10 Evaluasi Sidang 
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1.2 Pembahasan 

 

Pelaksanaan tata kelola alat perlengkapan dalam Sidang Paripurna DPRD 

Provinsi Lampung merupakan bagian penting dari kelancaran fungsi lembaga 

legislatif daerah. Sidang Paripurna sendiri merupakan forum tertinggi pengambilan 

keputusan yang melibatkan seluruh anggota DPRD. Oleh karena itu, tata kelola alat 

perlengkapan harus diatur secara sistematis, mulai dari tahap perencanaan, 

persiapan, pelaksanaan, hingga pasca sidang. 

Dalam praktiknya, tata kelola alat perlengkapan sidang melibatkan Sekretariat 

DPRD yang bertanggung jawab atas penyediaan sarana dan prasarana. Beberapa 

aspek penting yang menjadi fokus tata kelola antara lain: 

1. Aspek Administrasi 

Penyusunan undangan, daftar hadir, agenda, dan dokumen persidangan dilakukan 

secara terstruktur. Namun, sering terjadi keterlambatan distribusi dokumen kepada 

anggota dewan sehingga berdampak pada efektivitas pembahasan agenda sidang. 

2. Aspek Teknis 

Fasilitas seperti mikrofon, LCD proyektor, sistem pengeras suara, dan perangkat IT 

menjadi elemen vital dalam menunjang sidang. Permasalahan teknis yang muncul, 

seperti gangguan suara atau keterbatasan perangkat digital, kadang menghambat 

jalannya sidang. 

3. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) 

Keterbatasan staf teknis yang memiliki keahlian dalam pengelolaan perangkat 

sidang menyebabkan beban kerja tidak seimbang. Selain itu, masih ada kebutuhan 

peningkatan kapasitas SDM dalam hal pengelolaan dokumen digital dan 

pemanfaatan teknologi informasi. 

4. Aspek Koordinasi 

Koordinasi antara Bapemperda, Sekretariat DPRD, serta pihak eksekutif menjadi 

kunci keberhasilan. Namun, sinkronisasi jadwal seringkali menjadi kendala, 

terutama dalam penyusunan agenda sidang yang harus menyesuaikan dengan 

dinamika Pemerintah Provinsi. 
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5. Evaluasi dan Perbaikan 

Evaluasi pasca sidang menunjukkan perlunya peningkatan tata kelola berbasis 

teknologi, seperti penerapan sistem e-Paripurna atau penggunaan aplikasi digital 

untuk distribusi dokumen dan pengarsipan. Hal ini sejalan dengan semangat good 

governance yang menekankan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi 

dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

Dengan demikian, tata kelola alat perlengkapan sidang Paripurna DPRD 

Provinsi Lampung tidak hanya sebatas aspek teknis, tetapi juga mencakup 

manajemen administrasi, koordinasi lintas unit, serta pemanfaatan teknologi. 

Perbaikan tata kelola ini diharapkan mampu mendukung pelaksanaan fungsi 

legislatif secara lebih profesional, efektif, dan akuntabel. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pelaksanaan kerja praktik mengenai Tata Kelola Alat 

Perlengkapan Dewan Sidang Paripurna DPRD Provinsi Lampung, dapat ditarik 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1 Tata kelola alat perlengkapan sidang paripurna sudah berjalan sesuai 

prosedur, mulai dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, hingga 

evaluasi. Namun, masih terdapat beberapa kendala dalam aspek teknis, 

administrasi, dan sumber daya manusia. 

2 Aspek administrasi sudah cukup tertata, namun distribusi dokumen sidang 

kadang terlambat sehingga memengaruhi efektivitas pembahasan agenda. 

3 Aspek teknis masih menghadapi kendala, seperti gangguan perangkat suara dan 

keterbatasan sarana digital yang mendukung jalannya sidang. 

4 Aspek sumber daya manusia (SDM) menunjukkan bahwa staf teknis dan 

tenaga pendukung masih terbatas, sehingga beban kerja menjadi kurang 

seimbang. 

5 Evaluasi pasca sidang menjadi instrumen penting dalam memperbaiki kualitas 

tata kelola, terutama dengan kebutuhan penerapan sistem digital (e-Paripurna) 

untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta mendukung prinsip good 

governance. 

 

5.1 Saran 

 

Agar tata kelola alat perlengkapan sidang paripurna di DPRD Provinsi Lampung 

semakin optimal, maka disarankan: 

1 Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis, khususnya dalam 

pengelolaan perangkat digital, dokumentasi, dan pengarsipan berbasis 

elektronik. 

2 Pemanfaatan teknologi informasi dengan mengembangkan sistem e-

Paripurna guna mempercepat distribusi dokumen, mengurangi ketergantungan 

pada dokumen cetak, serta mendukung transparansi. 

3 Pemeliharaan rutin sarana teknis seperti mikrofon, LCD proyektor, dan 

sistem suara agar selalu siap digunakan dalam setiap sidang paripurna. 

 

 



28 
 

 

 

4 Penguatan koordinasi antara Bapemperda, Sekretariat DPRD, dan Pemerintah 

Provinsi untuk memastikan agenda sidang paripurna dapat berjalan sesuai 

jadwal yang telah ditetapkan. 

5 Penyusunan standar operasional prosedur (SOP) yang lebih rinci terkait tata 

kelola alat perlengkapan sidang untuk meminimalisir hambatan teknis maupun 

administrasi. 

Dengan penerapan saran-saran tersebut, diharapkan tata kelola alat perlengkapan 

sidang paripurna DPRD Provinsi Lampung dapat berlangsung lebih profesional, 

efektif, dan mendukung fungsi DPRD sebagai lembaga legislatif daerah. 



29 
 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

Komite Nasional Kebijakan Governance. (2006). Pedoman Umum Good 

Corporate Governance Indonesia. Jakarta: KNKG. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD. Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 59. 

Sedarmayanti. (2017). Good Governance: Kepemerintahan yang Baik, Bagian 

Kedua. Bandung: Mandar Maju. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244. 

DPRD Provinsi Lampung. (2023). Peraturan DPRD Provinsi Lampung 

tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Lampung. Bandar Lampung: 

Sekretariat DPRD Provinsi Lampung. 

Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi. 

Dwiyanto, A. (2015). Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan 

Kolaboratif. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 



 

LAMPIRAN 

 

 

Kegiatan Rapat Paripurna 

 

 

Rapat Umum Partai PKS 

 

 

 

 

 



 

Pasca Rapat di DPRD Provinsi Lampung 

 

 

Alur Proses Pembahasan Raperda 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Alur Proses penyusunan Raperda 

 

 

Persiapan Rapat, Dokumen, Undangan dan Jadwal Rapat 

 

 

 

 

 



 

Struktur Organisasi  

 

 

Halam Depan gedung DPRD Provinsi Lampung 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rapat dan Pelatihan 

 

 

Surat Undangan 

 

 

 

 

 



 

Jadwal Kegiatan yang telah dibuat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Laporan Hasil Rapat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jadwal Pembahasan Perda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Absensi Rapat 

 

 

 

 

 

 

 



 

Persiapan Rapat 

 

 














